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A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :
1. Mengetahui konsep Instrumen Pemerintahan
2. Mengetahui dan menguraikan jenis-jenis instrumen pemerintahan
3.
B. Uraian dan Contoh 
1. Pengertian Instrumen Pemerintahan
Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat ataus arana-sarana yang digunakan oleh Pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam rangka melaksanakan tuagsnya administrator negara menjalankan tugas dan kewenangannya membutuhkan alat-alat atau sarana-sarana. Alat-alat ini termasuk benda-benda penunjang kerja contoh alat tulis, bentuk bangunan kantor, sarana transportasi dan komunikasi yang terhimpun dalam public domain. Selanjutnya adapula sarana yang lain yang digunakan yakni disebut  instrument yuridis. Instrumen hukum inilah yang akan dijabarkan lebih lanjut.

Sebelum masuk pada pembahasan instrumen yuridis, terlebih dahulu akan disinggung mengenai struktur norma dalam hukum administrasi negara sebagai pendahuluan. Pentingnya mengetahui sturktur norma hukum administrasi negara karena dalam mempelajari hukum administrasi negara perlu memperhatikan sumber-sumber norma hukum yang melekat pada wewenang yang diberikan kepada administrator negara.

Berkenaan dengan struktur norma Hukum Administrasi Negara ini, H.D van Wijk / Willem Konijnenbelt mengatakan sebagai berikut :

“Het materiele geeft voorschriften voor het mensenlijk handelen. Deze voorschriften, normen, hebben in het administratieve recht messtal een andere structuur dan in het privaatrecht en in het strafrecht. Daar vindt men (wat het geschreven recht betreft) norm doorgans rechtstreeks in de wet”.

“Maar in het bestuursrecht vindt de normstelling heel vaak plaats in twee of meer fasen; men moet een samenstel van rechtregels raadplegen om er achter te komen waar men aan toe is”.
(Hukum materiil mengatur perbuatan manusia. Peraturan, norma, di dalam Hukum Administrasi Negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma dalam hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata atau pidana, kita menemukan secara langsung norma mengenai ,<apa yang diatur dalam hukum tertulis> dalam undang-undang. Dalam hukum Administrasi Negara struktur norma ditemukan pada berbagai tempat dan dalam dua atau lebih tingkatan; di sana kita harus menemukan norma pada tingkatan-tingkatan peraturan hukum itu).

Dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara untuk menemukan normanya perlu dicari dari berbagai peraturan-peraturan hingga keputusan-keputusan sejak norma yang tingkatannya lebih tinggi yang bersifat umum-abstrak  sampai pada yang tingkatannya lebih rendah yang besifat individual-konkret. Mengenai hal ini Indroharto menyebukan bahwa :
1. Keseluruhan norma – norma hukum tata usaha negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang dikandung dalam TAP MPR, UU, dan seterusnya sampai pada norma yang paling individual dan konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis (beschikking) ; jadi suatu penetapan tertulis itu juga dapat mengandung suatu norma hukum seperti halnya  pada suatu peraturan yang bersifat umum.
2. Pembentukan norma-norma hukum  tata usaha negara dalam masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang (kekuasaan legislatif)  dan badan- badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal ini badan atau jabatan tata usaha negara.

2. Jenis – jenis Instrumen Pemerintahan.

1). Peraturan Perundang-undangan.



Peraturan adalah hukum yang in abstarcto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Secara teoritik istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian, yaitu ; pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. 


Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas

2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan dating yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan  untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Dalam konsep negara welfare state negara diberikan kewenangan membuat dan menjalan kan  (bidang legislasi). Sesuai perkembangan zaman pembuat undang-undang tidak hanya legislatif, namun eksekutif karena dalam hal-hal tertentu legislatif tidak ada instrumen pelaksana, waktus serta sumber daya manusia yang memadai.

Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, pengaturan yang sifatnya Umum-Abstrak merupakan suatu peraturan yang membutuhkan peraturan yang sifatnya  lebih Individual-Konkrit.

2). Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN).
Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No . 5 Tahun 1986 Peratun pengertian keputusan adalah ; “Suatu penetapan tertulis yang diekluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hkum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan definisi ini tampak bahwa KTUN memiliki unsur-unsur sebagai  berikut :

a. Penetapan tertulis

b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN

c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Bersifat konkret, individual, dan final

e. Menimbulkan akibat hukum

f. Seseorang atau badan hukum perdata

Contoh KTUN : SK Pengangkatan PNS, Akte Kelahiran, Sertifikat Hak Milik Tanah dan lain-lain.
3) Macam-Macam Keputusan.

a) Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif.

b) Keputusan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban.

c)  Keputusan Enmalig dan Keputusan Permanen

d) Keputusan yang Bebas dan yang Terikat

e) Keputusan Positif dan Negatif

f) Keputusan Perorangan dan Kebendaan 

C) Peraturan Kebijakan.


Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (vrije bevoeghdheid) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah freies Ermesseen. Freies Ermessen (Diskresionare Power) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang.
Bentuk peraturan kebijakan ; pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, surat edaran, nota kebijakan, pengumuman-pengumuman. 
D) Rencana-rencana

Rencana dalam pespektif HAN dibuat oleh administrasi negara sebab dalam kenyataan sehari-hari, organ-organ pemerintahan membuat rencana-rencana dalam rangka menjalankan tugas dan kegiatannya. 
Berdasarkan perspektif HAN bahwa rencana merupakan  tindakan hukum pemerintahan (bestuurrechtshandeling), suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
Menurut P. De Haan dan kawan-kawan bahwa konsep perencanaan pemeintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yng sistematis daan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.

Perencanaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu : pertama, perencanaan informative (informatieve planning ), yaitu rancangan estimasi perkembangan masyarakat (samenstel van prognoses omtrent maatschappelijke ontwikkelingen) yang dituangkan dalam alternative-alternatif kebijakan tertentu. Rencana ini tidak memiliki akibat hukum bagi warga negara.; kedua, perencanaan indikatif (indicatieve planning) adalah rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan ini masih harus  diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan operasional atau normatif. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum yang tidak langsung (indirecte rechtsgevolgen); ketiga, perencanaan operasional atau normatif (operationele of normatieve planning) merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan.


Unsur-Unsur rencana :

a. Schriftelijke (tertulis)

b. Besluit of handling, inhoudende een keuze (keputusan atau tindakan), terkandung pilihan;

c. Door een bestuurorgan (oleh organ pemerintahan).

d. Van op de toekomst gerichte (ditujukan untuk waktu yang akan datang);

e. Planenelementen (vaak te nemen besluiten of te verrichten handelingen), unsur-unsur rencana (sering kali berbentuk tindakan-tindakan  atau keputusan-keputusan);

f. Van een ongelijksoortig karakter (memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam);
g. In een onderlinge (vaak programmatische) samenhang (keterkaitan, sering kali secara pragmatis);

h. Al dan niet voor een bepaalde duur (untuk jangka wkatu tertentu)

E) Perizinan

Pengertian izin menurut para sarjana :


1. Sjachran Basah : adl perbuatan HAN segi satu yg mengaplikasikan peraturan dalam hal konreto berdasarkan persyaratan&procedural sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan per uu an.
2. E. Utrecht : bilamana pembuat peraturan umumnya tdk melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenannkannya asal saja diadakan acara yg .ditentukan utk msg2 hal konkret, maka keputusan adm neg yg memperkenankan perb tsb bersifat suatu izin.
3. Bagir Manan : izin dalam arti LUAS suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan per uu an utk memperbolehkan melakukan tindakan/perb tertentu yg scr umum dilarang.
Adapun unsur-unsur dari perizinan yaitu :

1. Instrumen yuridis
2. Peraturan per undang-undangan
3. Organ pemerintahan
4. Peristiwa konkret
5. Prosedur dan persyaratan
Fungsi ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, perancang masyarakat adil makmur yang ia jelmakan. Tujuan Perizinan :

1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan ) aktivitas2 tertentu.
2) Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu 
4) Hendak membagi benda2 yang sedikit
5) Pengarahan, dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas
Adapun persamaan istilah dengan izin yaitu :

1. Dispensasi : Tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi sesuatu yang istimewa. 

2. LISENSI : Suatu izin untuk menyelenggarakan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan dengan izin khusus/istimewa. 

3. KONSESI : Izin berhubungan dengan pekerjaan besar, kepentingan umum erat sekali. Sebenarnya itu tugas pemerintah namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. 
Bentuk dan isi izin
Bentuk TERTULIS, ISI :

1. Organ yang berwenang
2. Yang dialamatkan
3. Diktum‘
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, syarat-syarat
5. Pemberian alasan
6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan
F) Instrumen Keperdataan
Pemerintah dalam melaksanakan tugas sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, sebagai wakil dari badan hukum (kedudukan pemerintah seperti seseorang/ badan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan) dan wakil dari jabatan pemerintahan. 

Pemerintah diposisikan sebagai manusia dan badan hukum perdata  dapat terlibat dalam pergaulan hukum privat. Aktivitasnya meliputi jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik. Pemerintah juga bertanggung jawab ketika terjadi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Tindakan hukum keperdataan adalah tindakan hukum yang diatur oleh hukum perdata. Pemerintah juga sering melakukan perbuatan seperi provinsi memutuskan membeli hutan, kabupaten menjual tanha bangunan, menyewakan rumah, menggadaikan tanah dan sebagainya. Tindakan hukum keperdataan dari pemerintah itu tidak dijalankan oleh organ pemerintahan, tetapi oleh badan hukumnya, (yang dilakukan oleh wakilnya) yaitu pemerintah.

Pada intinya kegiatan keperdataan yang dilakukan oleh  pemerintah tidak bersegi dua/ lebih (seperti konsep perdata biasa/meerzijdige), akan tetapi ia lebih pada asas bersegi satu .

Keuntungan menggunakan instrument keperdataan (Indroharto)

a. 
Warga masy sejak dahulu terbiasa berkecimpung dalam suasana kehidupan hukum perdata
b. Lembaga-lembaga keperdataan, ternyata sudah terbukti kemanfataannya dan sudah biasa merupakan bentuk-bentuk yang digunakan dalam pengaturan perundang-undangan yangg luas maupun yurisprudensi
c. Lembaga-lembaga keperdataan itu hampir selalu dapat diterapkan untuk segaala keperluan dan kebutuhan karena sifatnya sangat fleksibel dan jelas sebagai instrumen 
d. Lembaga-lembaga keperdataan demikian itu juga selalu dpt diterapkan karena pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menentukan diri sendiri isi dari perjanjian yang hendak mereka buat
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